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ABSTRAK

Visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan strategis
dalam sistem pembuktian hukum pidana, khususnya pada tindak pidana
pembunuhan yang tergolong sebagai delik materiil. Pembuktian terhadap unsur
kematian, sebab kematian, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan
akibat yang ditimbulkan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan medis forensik
yang dituangkan dalam visum et repertum. Namun dalam praktik, tidak jarang
keluarga korban menolak dilakukan pemeriksaan visum, terutama autopsi, dengan
alasan agama, adat, maupun pertimbangan emosional. Penolakan tersebut
menimbulkan problematika yuridis karena berpotensi menghambat proses
penyidikan dan melemahkan pembuktian unsur delik pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan visum et repertum
dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta mengkaji secara yuridis
dampak penolakan visum et repertum oleh keluarga korban dalam tindak pidana
pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum
primer berupa KUHP dan KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur
hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan penyidik
untuk meminta visum et repertum telah diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134
KUHAP dan bersifat imperatif demi kepentingan pembuktian dan pencarian
kebenaran materiil. Penolakan visum oleh keluarga korban tidak memiliki dasar
hukum yang dapat membatalkan kewenangan tersebut. Namun demikian, ketiadaan
pengaturan teknis yang tegas mengenai autopsi wajib dan mekanisme penanganan
penolakan keluarga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penolakan
visum berdampak signifikan terhadap pembuktian unsur delik pembunuhan,
meningkatkan risiko salah hukum, serta berpotensi menghambat terwujudnya
keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman
operasional yang jelas guna menjamin integritas pembuktian dan perlindungan
terhadap asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: visum et repertum, pembuktian pidana, penolakan keluarga korban,
pembunuhan, kebenaran materiil.



ABSTRACT

Visum et repertum constitutes a crucial Sform of evidence within the
Indonesian criminal justice system, particularly in homicide cases, which are
classified as material offenses. The proof of death, cause of death, and the causal
relationship between the perpetrator s actions and the resulting death relies heavily
on forensic medical examinations documented in visum et repertum. In practice,
however, families of victims often refuse the issuance of visum el repertum,
especially autopsies, on the grounds of religious beliefs, cultural values, or
emotional considerations. Such refusal gives rise to serious Jjuridical problems, as

it may obstruct the investigation process and weaken the evidentiary framework
required to establish the elements of the crime of murder.

This research aims to analyze the legal regulation of visum et repertum within
the Indonesian criminal evidentiary system and to examine Juridically the
implications of the refusal of visum et repertum by victims’ Sfamilies in homicide
cases. The research employs a normative legal research method using statutory and
conceptual approaches. Primary legal materials consist of the Indonesian Criminal
Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), while secondary legal
materials include legal literature, scholarly journals, and relevant legal doctrines.

The findings indicate that normatively, the authority of investigators to
request visum et repertum is expressly regulated under Articles 133 and 134 of the
KUHAP and is imperative in nature for the purpose of evidence collection and the
pursuit of material truth. The refusal of visum et repertum by the victim's family
does not possess legal force to nullify such authority. Nevertheless, the absence of
explicit technical regulations concerning mandatory autopsy procedures and
mechanisms for handling family refusal results in legal uncertainty in practice. The
refusal of visum et repertum significantly affects the proof of the elements of
homicide, increases the risk of miscarriage of justice, and undermines the
realization of substantive justice. Therefore, stronger regulatory frameworks and
clear operational guidelines are necessary to ensure the integrity of evidentiary
processes and to uphold the principle of material truth within the criminal justice
system.

Keywords: visum et repertum, criminal evidence, refusal by victim’s family,
homicide, material truth.
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